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BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 7.a TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandirian daerah;

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemungutan pajak daerah Kabupaten Mamasa secara
profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta
sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak
kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional
prosedur pelayanan pajak daerah;

bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di
atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran
Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pajak Hotel;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Restoran;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pajak Hiburan;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pajak Reklame;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pajak Penerangan Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pajak Parkir;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PAJAK
DAERAH;

Pasal 1

(1) Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri
atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;



Pajak Hiburan,;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Reklame; dan

. Pajak Air Tanah.

(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dipungut dengan
menggunakan Self Assesment System.

(3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
huruf g dan huruf h dipungut dengan menggunakan
Official Assesment System.
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Pasal 2

(1) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah.

(2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Sistematika Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan NPWPD;

b. Prosedur Pembaharuan data wajib pajak;

c. Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan
mekanisme pemungutan Self Assesment System;

d. Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan
mekanisme pemungutan Official Assesment System.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 05 April 2017

BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 05 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENYAMIN YD.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 NOMOR 246.a






